
 

1 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Buku 

Bawaslu RI. Peraturan tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Pemilu. 

            Jakarta: Bawaslu 2024. 

Djazuli, A. Fiqih Siyasah: Implementasi Kemashlahatan Umat dalam 

Rambu-rambu Syariah. Jakarta: Prenadamedia Group, 2003. 

Hasan,  M. Iqbal. Pokok-Pokok Materi Metodelogi Penelitian dan 

Aplikasinya Jakarta: Pustaka, 2000. 

Hilal, Fatimah. Fiqih Siyasah. Makasar: Pustaka Almaida, 2015. 

Huda dan Imam Nasef. Penataan Demokrasi & Pemilu Di Indonesia Pasca 

Reformasi. Jakarta: Kencana, 2017. 

Ibn ‘Abidîn. Radd al-Muhtar ‘ala al-Durr al-Mukhtar. Beirut: Dar Ihya` al- 

Turats al-‘Arabî, 1987. 

Iqbal, Muhammad, Fiqih Siyasah: Kontektualisasi Doktrin Politik Islam. 

           Jakarta: Prenadamedia Group, 2014. 

Jurdi, Fajlurrahman. Pengantar Hukum Pemilihan Umum. Jakarta: Kencana, 

2018. 

Komisi Pemilihan Umum (KPU). Evaluasi Sistem Data Pemilih. Jakarta: 

KPU, 2019. 

Meolong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2018. 

Prodjodikoro, Wirjono. Asas-asas Ilmu Negara dan Politik. Bandung: 

Eresco, 1971. 

Rahman, Feiza. Prinsip-Prinsip Hukum Tata Negara. Jakarta: Kencana, 

2018. 

Sahir, Syafrida Hafni. Metodelogi Penelitian. Yogyakarta: KBM Indonesia, 

2021. 

Saleh. Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu. Jakarta: Sinar 

Grafika, 2017. 

 



 

2 

 

Siyoto, Sandu dan Ahmad Ali Shodik. Dasar Metodologi Penelitian. 

           Sidoarjo: Literasi Media Publishing, 2015. 

Suharsimin, Arikunto. Prosedur Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta, 2010. 

Sumasrdi. Sosiologi Pemerintahan. Bogor: Ghalia Indonesia, 2013. 

Surbakti, Ramlan. Transformasi Bawaslu dan Partisipasi Masyarakat dalam  

Pengawasan Pemilu. Jakarta: Kemitraan Bagi Pembagaruan Tata 

Pemerintahan, 2015. 

Suswanto, Gunawan. Mengawal Penegak Demokrasi di Balik Tata Kelola 

Bawaslu dan DKPP Jakarta: Erlangga, 2016. 

Syamsudin Haris dkk. Kecurangan dan Perlawanan Rakyat dalam Pemilu 

1997. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999. 

Wibisono, Sumanto. Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar    

Lembaga Negara. Jakarta: Sinar Grafika, 2013. 

Skripsi 
 

Anwar, Muhamad, Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Kewenangan Bawaslu 

Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu di Kabupaten Mandaling 

Natal. Medan: UIN Sumatera Utara, 2 Februari 2022. 

Hardin, Dian Ramdhani, Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam  

Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten 

Pinrang. Parepare: IAIN Parepare 19 Agustus 2022. 

Nur, Fauzan Alfasha. Kedudukan, Wewenang, Tugas, dan Fungsi Badan   

Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam Pengawasan Pemilu di Kota 

Serang Berdasarkan dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 

Tentang Pemilu. Serang: UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 11 

November 2021. 

Purba, Teguh Abi Fahmi, Urgensi Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) 

Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan 

Umum Perspektif Fiqih Siyasah. Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 6 

Januari 2022. 

Rizal, Arief, Eksistensi Badan Pengawas Pemilihan Umum di Indonesia. 

Semarang: UIN Walisongo, 11 oktober 2017. 

Serang Berdasarkan dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017.  



 

3 

 

Jurnal 

 

Abiyasa, P. (2019). Kewenangan Bawaslu Dalam Penyelenggaraan Pemilu 

Di Kota Semarang Suatu Kajian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2017 Tentang Pemilu. USM Law Review, 2(2), 149-161. 

Adam, M. I., Cholifah, W. N., & Kurniawan, I. (2021). Sistem Monitoring 

Pengawasan Pada Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Selatan. 

Seminar Nasional Riset dan Inovasi Teknologi (Semnas Ristek), 5(1). 

Amal, B. (2019). Kewenangan Mengadili oleh BAWASLU atas Sengketa 

Proses Pemilu. Masalah-Masalah Hukum, 48(3), 306-311. 

Kasim, A., & Heridah, A. (2022). Bentuk Pelibatan Masyarakat Dalam 

Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan 

Wakil Bupati. Jurnal Litigasi Amsir, 9(3) 237-244. 

Manurung, J. R., & Irwansyah, I. (2023). Kedudukan komisi pemilihan 

umum (KPU) dan Bawaslu sebagai State Auxiliary Agent dalam 

Perspektif Siyasah Dusturiyah. Jurnal Educatio: Jurnal Pendidikan 

Indonesia, 9(1), 507-513. 

Sumanjuntak, N.Y. (2017). Pemantau Dalam Proses Penyelenggaraan 

Pemilu. Jurnal Bawaslu 3(3) 

Website 

 

Bawaslu Kabupaten Serang, https://serang.bawaslu.go.id 

Ekbis Banten. "Profil Furqon, Anak Kampung Jadi Ketua Bawaslu 

Kabupaten Serang", https://ekbisbanten.com/profil-furqon-anak- 

kampung-jadi-ketua-bawaslu-kabupaten-serang/ 

 

Pemerintah Kabupaten Serang. "Pengumuman Penetapan Panwascam" 

https://waringinkurung.serangkab.go.id/storage/media/pengumuman- 

penetapan-panwascam_1667202831.pdf 

 

Undang-undang 

Undang-undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan 

Umum. 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara. 

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 

https://serang.bawaslu.go.id/
https://ekbisbanten.com/profil-furqon-anak-kampung-jadi-ketua-bawaslu-kabupaten-serang/
https://ekbisbanten.com/profil-furqon-anak-kampung-jadi-ketua-bawaslu-kabupaten-serang/
https://waringinkurung.serangkab.go.id/storage/media/pengumuman-penetapan-panwascam_1667202831.pdf
https://waringinkurung.serangkab.go.id/storage/media/pengumuman-penetapan-panwascam_1667202831.pdf


 

4 

 

Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 

 

 

Wawancara 

Wawancara dengan Bapak Abdul Holid, Anggota Bawaslu Divisi 

Penanganan Pelanggaran dan Informasi. 

Wawancara dengan Bapak Furqon sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten 

Serang. 

Wawancara dengan Bapak Zainal Mutiin, Anggota Bawaslu Devisi 

Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat. 


